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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara cerai talak antara:

Eneng alias Laeneng bin Lentang, umur 36 tahun, agama Islam,
pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tani, tempat tinggal
di Jalan Parit 6 Dusun Sungai Cambang RT.16 RW. 02
Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak
Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai
Pemohon;
melawan
Ella Nurkasih binti Mahyudin, umur 24 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan lbu Rumah Tangga, Tempat
tinggal di RT.01 RW. 01 Desa Sinar Kalimantan
Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung
Timur , selanjutnya disebut Termohon
Pengadilan Agama tersebut,
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11
Februari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor
0046/Pdt. G/2016/PA.MS. tanggal 11 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai
berikut:
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|. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2012, Pemohon dengan T /
melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai mmw
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang (Kutipan
Akta Nikah Nomor : 178/38/1V/2012 tanggal 23 April 2012)

2. Setelah pemnikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal
di rumah kediaman bersama di rumah Paman Pemohon di Palembang
selama lebih kurang 4 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman
bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Pangkal Duri selama lebih
kurang 1 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Pangkal Duri
selama lebih kurang 8 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di
rumah orang tua Termohon di Desa Sinar Kalimantan selama lebih kurang 6
bulan, kemudian pindah lagi kerumah kontrakan di Desa Sinar Kalimantan
selama lebih kurang 1 bulan, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemochon dengan Termohon telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul)dan telah dikaruniai 1
orang anak bernama : Zulham (Lk) umur 3 tahun 6 bulan;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan
terjadi perselisihan yang sulit diatasi sejak Oktober tahun 2013;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
semakin tajam dan memuncak terjadi pada Oktober tahun 2013;

6. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena .
Termohon bersikap egois mau menang sendiri, tidak mau mendengar
nasehat Pemohon dalam hal yang baik-baik;

7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhimya pada Oktober tahun 2013
hingga sekarang kurang lebih 2 tahun Pemohon dan Termchon telah
berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini
Pemohon bertempat tinggal di Jalan Parit 6 Dusun Sungai Cambang RT.16
RW. 02 Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Termohon bertempat tinggal di
RT.01 RW. 01 Desa Sinar Kalimantan Kecamatan Mendahara Kabupaten

Tanjung Jabung Timur;
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8. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang m} W 1),

tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebag 4
mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya
sebagai seorang isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa
rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi,
karena perselisihan dan periengkaran secara terus-menerus yang
berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi,
maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cgq Majelis Hakim untuk

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang -
undangan yang beriaku
Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -

adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap
ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan
surat panggilan nomor 0046/Pdt G/2016/PA.MS. tanggal 01 Maret 2016 dan
tanggal 08 Maret 2016 yang relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam
sidang, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon u‘dak
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan -
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan o
Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nikah bermeterai cukup yang aslinya
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil, Kota
Palembang, Nomor: 178/38/IV/2012 tanggal 23 April 2012, yang telah
dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua
Maijelis diberi paraf dan tanda (P);

B. Saksi:

1. Tendri binti Kibek, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu Rumah
Tangga, tempat tinggal di Jalan Parit 6 Dusun Sungai Cambang RT.16 RW. 02
Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi Bibi
Pemohon,

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan
telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon fidak harmonis, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan
Termohon tidak sepaham dalam rumah tangga;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah
rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

2. Alimudin bin Mustopa, 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat
tinggal di Jalan Parit 6 Dusun Sungai Cambang RT.16 RW. 02 Kelurahan
Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung
Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
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- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan
adalah Tetangga Pemohon dan Termohon:;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami steri dan telal'L
dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan
Termohon tidak sepaham dalam rumah tangga;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah
rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerima dan
membenarkannya ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak lagi
mangajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa temyata Termohon, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirmya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Termohon dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan
Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Tendri binti Kibek) sudah
dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana
diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 6, 7
dan 8 yaitu tentang adanya ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan
Termohon, tentang telah berpisahnya Pemohon dan Termohon, adalah fakta
yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Alimudin bin Mustopa), sudah
dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana
diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 6,
7 dan 8 yaitu tentang adanya ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan
Termohon, tentang, tentang telah berpisahnya Pemohon dan Termohon, adalah
fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
saksi

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2\%
fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah" ]
menikah pada tanggal 17 Januari 2012;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon tidak
sepaham dalam rumah tangga;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar
2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mengetahui Pemohon dan
Termohon bertengkar disebabkan masalah masalah Pemohon dan Termohon
tidak sepaham dalam membina rumah tangga, dan kedua saksi tersebut
mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah setidak-tidaknya
selama 2 (dua) tahun, dalam hal ini Majelis Hakim menilai adanya kenyataan
telah berpisahnya Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan telah terjadi
perselisihan dan ketidakharmonisan di dalam rumah tangga Pemohon dan
Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dapat
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakia tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan
belum pemah bercerai;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon tidak
sepaham dalam rumah tangga;

- Bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan saat ini telah berpisah
tempat tinggal setidak-tidaknya selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim
patut menduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah
(broken mamiage) dan tidak ada harapan akan rukun kembali.
Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia
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Sabak diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talal\lqaada 4 _?

Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tlnggal

dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan

Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Eneng alias Laeneng bin Lentang) untuk
menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Ella Nurkasih binti
Mahyudin) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Propinsi
Sumatera Selatan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
Propinsi Jambi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi,
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumiah
Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
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belah pihak;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam:
1. Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

ol LY D ) dan g B3 e 4K Jaa g el 1080 Lo 51 il g o0 31 5 43 e
Artinya: “Dan di antara {(anda-fanda kekuasaan-Nya adalah, Dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendir, supaya kamu
cenderung dan merasa lenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di
antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-fanda bagi kaum yang
berfikir":
2. Al Quran surat Al Bagarah ayat 227 yang berbunyi:
ple: gamse i (8 3D 13036 iy
Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk
menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar
lagi Maha Mengetahui™;
3. Kaidah fikih yang menyatakan:
ad o (e g sdidh 6 0
Artinya: “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaaf;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Pemohon belum pemah menjatuhkan talak, maka petitum
permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Muara
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Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majeln yang ;
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Masehi, berﬁpa_tan e
dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1437 Hiiriyah, oleh kami Drs. JAHARUDDIN=——"
sebagai Ketua Majelis, DONI DERMAWAN, S.Ag, MHI, dan
SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, SH. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh KAMAL SHAPUTRA, S.H sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;
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Hakim Anggota, Ketua Majelis,

tid ttd
DONI DERMAWAN, S.Ag. MH.I Drs. JAHARUDDIN.

Hakim Anggota,

ttd
SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.

Panitera Pengganti,

tid
KAMAL SHAPUTRA, S.H
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Perincian biaya:

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan

Rp 30.000,00
Rp 50.000,00
Rp380.000,00

4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumiah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

/=2 Myara Sabak, 14 Maret 2016
7N jnan ini sesuai dengan aslinya
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